BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

: 900.1/Kep.128 -BKAD/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

bahwa dalam rangka menindaklanjut Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor : 976 /Kep.20-Rek /2026
tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2026, Surat Edaran Gubernur Jawa
Barat Nomor : 690/KU.01.03.07/BPKAD tentang
Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Rincian Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Daerah
serta adanya usulan pergeseran anggaran dari
perangkat daerah, sehingga ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian
terhadap pendapatan dan belanja daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026;

bahwa untuk menyiapkan dan menyusun Rancangan
Peraturan Bupati sebagairnana dimaksud pada
huruf ¢, perlu membentuk Tim Penyusunan



Mengingat

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara 134);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara 134);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik *



Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7133);

Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7044);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

L

12,

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2025
Nomor 84);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 176);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55). -

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati

ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas:

a.

melakukan koordinasi, konsolidasi, dan pengumpulan
data serta informasi terkait perubahan penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

melakukan evaluasi, penelaahan, dan penyesuaian
terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 53 Tahun 2025;

merumuskan materi muatan perubahan penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 53 Tahun 2025;

melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Bupati dengan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah.



KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Tim dapat:

a. meminta data, dokumen, dan informasi dari perangkat
daerah;

b. melaksanakan rapat koordinasi, konsultasi, dan
pembahasan teknis;

c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dan/atau instansi terkait lainnya apabila
diperlukan.

KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon dan
melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Masa kerja Tim terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI CIREBON,

Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon;

4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Cirebon;

5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1/Kepi28 -BKAD/2026

TANGGAL

31 Maret 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 53
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 53

TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

II.

III.

IV.

PENGARAH

PENANGGUNG JAWAB

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

BUPATI CIREBON

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CIREBON

KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN
ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

1. PEJABAT FUNGSIONAL PADA BIDANG
ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON

2. PEJABAT PELAKSANA PADA BIDANG

ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,
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